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PUTUSAN
Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Mtp

ST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :
Wahdah binti Arham, tempat dan tanggal lahir Sumber Baru, 03 Maret 1996,
agama Islam, pekerjaan XxXXXXXXX XXXXX XXXXXX,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Rt 002 Desa Sumber Baru,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXKK, XXXXXXXXX XXXXXX Sebagai
Penggugat;
melawan
Muhammad Ayub bin Basriansyah, tempat dan tanggal lahir Batu Balian, 07
Maret 1995, agama Islam, pekerjaan XXXxxX,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Rt 001 Desa Batu Balian,
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX Sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 13 Januari
2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura
dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Mtp, tanggal 13 Januari 2022,
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di

Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXK XXXXXXX XXXKXX, XXXXXXXXX XXXXXX pada
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tanggal 19 Februari 2021 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor : 0032/18/11/2021 tanggall9 Februari 2021;

2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik
talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

3. Bahwa, pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat
berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini
antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Batu Balian,
XXXXXXXKX XXXXKXX XXXXK, XXXXXXXXX XXXXXX selama kurang lebih 1 bulan;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan belum
dikaruniai keturunan;

6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 minggu, akan
tetapi sejak minggu keempat pernikahan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan
dalam bentuk saling diam;

7. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan
pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tua
kedua belahpihak, Penggugat dengan Tergugat tidak begitu mengenal
sifat satu sama lain sebelumnya, sehingga sulituntuk menumbuhkan rasa
kasih saying dalam rumah tangga;

8. Bahwa, pada bulan Maret 2021 Tergugat mengantar Penggugat pulang
kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas
dikarenakan Tergugatingin pergi bekerja keluarkota, kemudian pada bulan
April 2021 Tergugat dating untuk menjemput dan mengajak Penggugat
untuk kerumah orang tua Terggugat, namun Penggugat menolaknnya,
kemudian Tergugat pergi dan berjanji akan kembali menjemput Penggugat
pada bulan Juni 2021 setelah Tergugat pulang dari bekerja, hamun
ternyata Tergugat tidak pernah lagi dating dan menjemput Penggugat

hingga sekarang, semenjak Tergugat mengantar Penggugat pulang
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kerumah orang tua Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini
telah berjalan selama kurang lebih10 bulan;

9. Bahwa, Penggugattelah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat
keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada
kenyataannya tidak demikian;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugatdengan Tergugat yang
demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah
mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu
Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan
Tergugat dan mohon diceraikan saja;

11. Bahwa,Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Martapura cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraTergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir
sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim
wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara relaas panggilan
yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut dan
ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi
nasihatkepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai

dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan
Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun
kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka
Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I.  BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Penduduk NIK.. 6303104303960001 tanggal 04
November 2021 atas nama Wahdah yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/18/11/2021 tanggal 19 Februari
2021 atas nama Muhammad Ayub bin Basriansyah dan Wahdah binti
Arham dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Simpang Empat, xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

II. SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI 2 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat
kediaman di KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN
SERLATAN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

saksi ayah kandung Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri,
menikah pada bulan Februari tahun 2021 yang lalu,

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Batu
Balian, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX selama
kurang lebih 1 bulan;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penguggat dengan Tergugat
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak
dikaruniai anak;

- Bahwasemula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan dengan rukun dan harmonis selama 3 minggu, namun
sejak minggu keempat rumah tangganya tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena pernikahan antara
Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tua kedua
belah pihak, Penggugatdengan Tergugattidak begitu mengenal
sifat satu sama lain sebelumnya, sehingga sulit untuk
menumbuhkan rasa kasih saying dalam rumah tangga;

- Bahwa sejak bulan April 2021 Penggugat dengan Tergugat
berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan
lamanya;

- Bahwa selama berpisah hingga sekarang tidak pernah
berkumpul dan hidup rukun kembali;

- Bahwapihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat
kediaman di KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri,

menikah pada bulan Februari tahun 2021 yang lalu,
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- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugatdengan Tergugat
bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Batu
Balian, XXmxXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX selama
kurang lebih 1 bulan;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penguggat dengan Tergugat
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak
dikaruniai anak;

- Bahwasemula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan dengan rukun dan harmonis selama 3 minggu, namun
sejak minggu keempat rumah tangganya tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena pernikahan antara
Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tua kedua
belah pihak, Penggugatdengan Tergugattidak begitu mengenal
sifat satu sama lain sebelumnya, sehingga sulit untuk
menumbuhkan rasa kasih saying dalam rumah tangga;

- Bahwa sejak bulan April 2021 Penggugat dengan Tergugat
berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan
lamanya;

- Bahwa selama berpisah hingga sekarang tidak pernah
berkumpul dan hidup rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan
Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap
pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian diantara
orang Islam, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang secara absolut
mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara
Islam dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu
Penggugat memiliki legal standing (berkualitas) sebagai pihak dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain
sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut
tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan
tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan
tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar'i
dalam kitab Ahkamul Quran Juz Il halaman 405 yang diambil alih sebagai
pendapat sebagai berikut :

A YAl sed ool Cpdudl o lSa e S la ) (o0 e

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk
menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan
itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Hakimtelah berusaha menasihati Penggugat agar
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha
tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadirdi persidangan,
maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung
R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan
Agama Martapura dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
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Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relative
Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, di
persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, dan
P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1), bermeterai cukup dan
telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat
formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian
yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal
285 R.Bg. terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi
Pengadilan Agama Martapura sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) yang diajukan oleh
Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan
telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenubhi
syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya
bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti
antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan
Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan
tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil
gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg dengan sendirinya
dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perceraian, karenanya
meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk
menghindari adanya kesepakatan terselubung dan kebohongan serta dengan
berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, maka perlu membebankan kepada Penggugat untuk
menghadirkan para saksi keluarga atau orang dekatnya di sidang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dari Penggugat

mengenai dalil gugatan Penggugat tentang semula keadaan rumah tangga
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Penggugat dengan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis, namun sejak

minggu ke empat pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran, yang disebabkan karena pernikahan antara Penggugat

dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak, Penggugat
dengan Tergugat tidak begitu mengenal sifat satu sama lain sebelumnya,
sehingga sulit untuk menumbuhkan rasa kasih saying dalam rumah tangga,
akibatnya sejak bulan April tahun 2021 yang lalu antara Penggugat
dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah
berkumpul kembali dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam
rumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri/dialami
sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi pertama dan saksi kedua

Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain

mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu keterangan

kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan pasal

309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, dan P.2, serta
keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya :

- Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banjar;

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada
bulan Februari tahun 2021 yanglalu dan belumdikaruniai anak;

- Sejak minggu ke empat pernikahan, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Penyebabnya karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak, Penggugat dengan
Tergugat tidak begitu mengenal sifat satu sama lain sebelumnya,
sehingga sulit untuk menumbuhkan rasa kasih saying dalam rumah

tangga;
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- Sejak bulan April 2021 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul
kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan keduanya
telah mengedintifikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan berpisah
tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat sejak bulan April tahun 2021 yang lalu, keduanya sudah tidak
dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak pernah
hadir menghadap ke persidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan
mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah
tangganya lagi, karena apabila Tergugat masih ingin mempertahankan
keutuhan rumah tangganya sudah seharusnya Tergugat datang menghadap
ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang
sah;

2. Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan
Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam,

3. Sejak bulan April tahun 2021 vyang lalu, telah terjadi pisah tempat
tinggal diantara Penggugat dengan Tergugat, dan selama itu pula antara
mereka tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, dan sampai menjelang
diucapkannya putusan ini, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tetap

pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat:
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Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah
dan tidak mungkin lagi dipertahankan. Kalaupun dipertahankan justru akan
menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh
karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil
gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kitab Fighus Sunnah karangan
Sayyid Sabiq, juz ll, halaman 248, yang berbunyi :

O B pdiall ol 50 dne (Gl Laa £ IAN) S5 iz 530 <l el 5l ddm 5 30 Ay (il oalla | sen il 13
4L dall Ll Lagin 3a¥) o (il jac 5 Legllial

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan
istri atau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi,
sehingga Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat
meceraikan dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua mohon agar
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang
mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka perceraian Penggugat dan
Tergugat merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan karena
perceraian ini adalah perceraian yang pertama maka sesuai dengan Pasal
119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim
mengkonstituir dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang tela h dirubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;
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Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugatyang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Muhammad Ayub bin
Basriansyah) terhadap Penggugat (Wahdah binti Arham);.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah  Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 25 Januari 2022 bertepatan
dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 H. oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah,
S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H dan Drs. H.
Syarwani, M.H.I.  masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk
umum, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.
Lukmanul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Amalia Murdiah,S.H., M.Sy.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H Drs. H. Syarwani, M.H.I

Panitera Pengganti,

H. Lukmanul Hakim, S.H.
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Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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